
IM emora n da m of Agreemen t J
PERJANJIAN KERJASAMA

antara
BADAN PENGAWAS PEMILTHAN UMUM

KABUPATEN PASURTIAN
dengan

BIRO INFORMASI KOMUNIKASI MAHASISWA DAN ALUMNI
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN

tentang
BAWASLU MENGAJAR,

MENCETAK KADER PENGAWASAN MAHASISWA BAWASLU

Nomor r038/ICJI-2OlHM.A.04lllY202l
Nomor :28lS1/BIKMA.[IYPflUO3 12021

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di
Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

J

I. Nama
Jabatan
Alamat

IL Nama
Jabatan

Alamat

: Muhamad Nasrup, S.H
: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan
: Jalan Untung Suropati No.23,Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Kota Pasuruan.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

: Muhammad Nizar, M.E.I
: Kepala Biro Informasi Komunikasi Mahasiswa dan Alumni (BIKMA)
Universitas Yudharta Pasuruan

: Jalan Yudharta No. 7 Sengonagung, Purwosari, Pasuruan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Yudharta Pasuruan,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Selanjutnya Pihak Pertamavdan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak

Pasal I
DASARHUKUM

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Undang-undang Nomor 12 Tahrn2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pasal 2
KEDUDUKAN

a. Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah Lembaga penyelenggara Pemilihan umum yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan di wilayah

Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
b. Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan

Tinggi yang didirikan dar/atau diselenggarakan oleh masyarakat yang berlokasi di rvilayah

Kabupaten Pasuruan JawaTimur;
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c. Bahwa Para Pihak saling memberikan dukungan dan melakukan pola kerjasama yang
saling menguntungkan;

Pasal 3
TUJUAN

a. Sebagai landasan bersama bagi Para Pihak untuk melaksanakan Pengembangan
Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian,
dan Pengabdian kepada Masyarakat);

b. untuk mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas dengan menumbuhkan kesadaran
pengawasan partisipatif masyarakat;

Pasal 4
RUANGLINGKUP

Pasal 6
PEMBIAYAAN

a. Kuliah tamu/umum Kebangsaan tentang pengawasan pemilu partisipatif;
b. Implementasi Pengawasan Pemilupartisipatif;
c. Fasilitasi pembentukan untuk Kader pengawasan Mahasiswa Barvaslu (Kawan Maba);
d. Matrikulasi pada kegiatan pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa ilaru @Kr<ufB;;e. Pengembangan melalui kegiatan Kuliah Ke{a Nyata (KKN);
f Pengawasan Pemutakhiran Daftar pemilih Berkelanlutan;
g. Pendampingan dan pengembangan demokratisasi tingkat lokal kampus;

f. !"Siut n lainnya yang relevan dan disepakati para pi-hak;i. Para pihak dapat menunjuk pihak terkaif dilingkungan masing-masing pihak, untuk
melaksanakan ke{asama ini sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5
PELAKSANAAN Kf,GIATAN

-Setiap 
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para pihak, dituangkan dalam suatu perJanjian

Ke{asama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh para pihak iengan ,r"rg"., pJ, }.r""
Kesepakatan ini;

a. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam perjanj ian ke{asama ini diatur
_ kemudian sesuai dengan peraturan yang berlakuf
b Hasil dari pelaksanaan kegiatan, dievaluasi bersama para pihak secara berkala.

Pasal 7
JANGKA WAKTTI

a. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
. $tandatangani dan dapat diperpanjang arau diakhir] atas kesepakatan 

'pa;ih"k-"'
b. Dalam hal memperpanjang 

.atau mengakhiri Nota Kesepakatan bersama ini se6agaimana
dimaksud pada ayat (a), sarah salu pihak wajib memberitahukan secara terturi, repafiu prrut
lainnya selambatJambatnya 2 (dua) bulan ,ebelu.nya;

c. Nota Kesepakatan bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan para pihak;
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Pasel 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara Para Pihak yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau
penafsiran Nota Kesepakatan bersama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

Pasal 9
PENUTI]P

a. tlal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian
berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan
(addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan bersama
ini;

b. Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing- masing bermalerai
cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak
dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;

Pihak Pertama,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan

a

s.H

Pihak Kedua,
Biro Informmi Komunikssi Mahasisws dan
Alumni (BIKMA)
Univer:itrs Yudhrrtr Pasuruon
Kepa
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